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ANALISIS  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK ORANG  PRIBADI DENGAN 

KEBIJAKAN SUNSET POLICY  DAN  TAX AMNESTY 

 

Yuni Rachmawati *) 

Yuanty Aprilia Widy **) 

yunirachmawati@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

 Sunset policy and tax amnesty are efforts made by the tax authorities to 

provide opportunities for taxpayers who have been disobedient to report their assets 

and income honestly. These two policies are carried out as an effort to increase the 

taxpayers' willingness to pay so that tax optimization can be achieved. The purpose of 

this study was to determine the compliance of taxpayers after the implementation of 

the sunset policy and tax amnesty. The author uses observation, interview and 

documentation techniques. The results showed that taxpayer compliance increased by 

50% through the tax amnesty Volume III (2017) while taxpayer compliance through 

Sunset Policy volume II was only 42.9% (2015). 

Keywords: Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Compliance 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang 

berkelanjutan dilaksanakan demi 

meningkatkan kesejahterahan rakyat. 

Pembangunan nasional tentu 

membutuhkan biaya besar dari 

penerimaan Negara, oleh karena itu 

optimalisasi penerimaan harus terus 

digencarkan. Penerimaan Negara 

Republik Indonesia berasal dari dua 

sumber, yaitu penerimaan dalam 

negeri dan penerimaan luar negeri. 

Penerimaan dalam negeri yaitu berupa 

pajak, hibah dalam negeri, dan 

penerimaan bukan pajak, sedangkan 

penerimaan luar negeri berupa 

pinjaman luar negeri. Penerimaan 

negara yang   berasal dari pinjaman 

luar negeri, cukup memberatkan 

Anggaran Perencanaan Belanja Negara 

(APBN) karena harus dibayarkan 

kembali beserta bunganya, selain itu 

berbagai tekanan politik dari Negara 

debitur juga akan dialami oleh karena 

itu optimalisasi penerimaan pajak 

harus direalisasikan.  

mailto:yunirachmawati@gmail.com
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Pajak memegang peranan 

penting dalam menopang 

perekonomian negara, khususnya di 

Indonesia. Hampir 80% pendanaan 

negara dibiayai oleh sektor pajak 

seperti biaya pendidikan, biaya rumah 

sakit, subsidi bahan bakar minyak, gaji 

pegawai negara, sampai pembangunan 

fasilitas publik, sedangkan 20% 

pendanaan Negara diterima dari 

penerimaan Negara bukan pajak 

(PNBP) dan hibah dalam negeri. 

Penerimaan Negara bukan pajak 

berasal dari penerimaan Sumber Daya 

Alam (SDA), Laba BUMN, dan 

lainnya. Pajak menjadi ujung tombak 

pembangunan Negara. 

Sistem perpajakan yang di anut 

di Indonesia adalah sistem self 

assesment dimana wajib pajak 

diberikan wewenang untuk 

menghitung sendiri, membayar sendiri 

dan melaporkan sendiri pajak terutang 

yang seharusnya dibayar. Sistem ini 

diterapkan dengan harapan  wajib 

pajak dapat melaporkan pajaknya 

dengan sukarela, namun nyatanya 

tingkat kepatuhan WP sendiri masih 

rendah. Rendahnya kesadaran wajib 

pajak menyebabkan penerimaan pajak 

masih belum maksimal.  

 

Tabel 1.1 

Tingkat KepatuhanWajibPajak Orang Pribadi 

Tingkat Kepatuhan Pajak 

di KPP Pratama Ilir Timur 

Tahun 2012 – 2014 

Jumlah Wajib Pajak 

 

(a) 

Jumlah SPT  

Tahunan   

(b) 

Kepatuhan = 

(b/a x100%) 

 

2012 86.633 36.405 42,0% 

2013 95.158 34.547 36,3% 

2014 104.390 42.303 40,5% 

Sumber : KPP  Pratama Ilir Timur Palembang, 2018

Berdasarkan pada Tabel 1.1, 

tingkat kepatuhan wajib pajak masih 

jauh dibawah 60%, sehingga belum 

dapat dikategorikan “Baik”. 

Pemerintah melakukan berbagai 

langkah untuk mencapai target 
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perpajakan yang didasarkan atas 

beberapa kebijakan, antara lain melalui 

kebijakan perpajakan dalam rangka 

optimalisasi penerimaan perpajakan 

tanpa mengganggu iklim investasi 

dunia usaha, kebijakan penerimaan 

perpajakan yang diarahkan untuk 

menjaga stabilitas ekonomi nasional 

dan mempertahankan daya beli 

masyarakat, kebijakan penerimaan 

perpajakan yang diarahkan untuk 

meningkatkan daya saing dan nilai 

tambah industri nasional, dan 

kebijakan perpajakan yang diarahkan 

untuk mengendalikan konsumsi barang 

kena cukai (APBN, 2016).  

Salah satu kebijakan mengenai 

pajak yang diterapkan pemerintah 

adalah sunset policy dan tax amnesty. 

Sunset Policy adalah kebijakan 

pemberian fasilitas perpajakan dalam 

bentuk penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan berupa bunga 

yag diatur dalam pasal 37A Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan .  

Setelah periode kebijakan sunset 

policy selesai, strategi jemput bola 

terus dilaksnaakan dengan 

melanjutkan program lain yaitu  tax 

amnesty. Tax amnesty adalah suatu 

penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana dibidang perpajakan, dengan 

cara mengungkap Harta dan membayar 

Uang Tebusan (UU pengampunan 

pajak 2016). Tujuan kembali 

memberlakukan kebijakan tax amnesty 

ini adalah pertama repatriasi atau 

untuk menarik dana warga negara 

Indonesia yang ada di luar negeri. Dan 

kedua untuk meningkatkan basis 

perpajakan nasional dimana aset yang 

disampaikan dalam permohonan 

pengampunan pajak dapat 

dimanfaatkan untuk pemajakan yang 

akan datang yang nantinya akan 

berdampak pada efektivitas 

penerimaan pajak. 

Kebijakan tax amnesty sangat 

bermanfaat bagi wajib pajak dan 

kerahasian data tentunya akan 

terjamin. Keuntungan ini akan 

didapatkan para wajib pajak yang 

mengajukan permohonan tax amnesty 

melalui surat pernyataan harta yang 

dapat dikumpulkan pada Periode I 
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pada Juli – September 2016, Periode II 

pada Oktober 2016 – Desember 2016, 

dan Periode III pada Januari 2017 – 

Maret 2017.  

Mengutip dari UU No. 11 Tahun 

2016, wajib pajak yang belum 

menyelesaikan kewajibannya tapi 

tidak mengikuti program amnesti pajak 

akan dikenakan sanksi sebesar 200%.  

Selain itu, dalam undang-undang ini 

juga dijelaskan bahwa bagi wajib 

pajak yang tidak 

memanfaatkan tax amnesty maka harta 

yang belum dilaporkannya dianggap 

sebagai penghasilan dikenai pajak, dan 

ditambah sanksi sesuai Undang-

Undang Perpajakan. Dengan adanya 

informasi ini, diharapkan kepatuhan 

wajib pajak akan meningkat, sehingga 

pajak yang diterima Negara meningkat 

pula. 

 Berdasarkan latar bekalang 

yang dipaparkan, maka perumusan 

masalah penelitian ini yaitu 

Bagaimana kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dengan berlakunya 

sunset policy dan tax amnesty ? 

 

 Berikut kerangka pikir penelitian 

yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder diolah Penulis, 

2018 

B. METODELOGI  

Jenis penelian ini yaitu 

penelitian deskriptif yang dilakukan 

pada KPP Pratama Ilir Timur 

Palembang. Metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis 

suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang lebih luas (Sugiyono 2015: 22). 

Pendapatan Negara 

 Dalam Negeri 

Optimalisasi Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Sunset Policy Tax Amnesty 
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Metode penelitian kuantitatif dan 

kualitatif penulis gunakan dalam 

menganalisa. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa 

data penerimaan pajak KPP di 

Indonesia pada tahun 2013-2017.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Sunset Policy memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk 

memulai kewajiban perpajakannya 

dengan benar melalui pembetulan SPT 

Tahunan PPh. Sebagai kelanjutan 

program Sunset Policy Jilid I yang 

mampu memberikan tambahan 

penerimaan pajak di tahun 2009, 

pemerintah kembali menjalankan 

Sunset Policy Jilid II di tahun 2015. 

Penerimaan pajak meningkat drastis 

ditahun itu. Selanjutkan di tahun 2016 

pemerintah kembali „menjemput bola‟ 

dalam upaya meningkatkan 

penghasilan Negara melalui kebijakan 

Tax Amensty. Melalui kebijakan ini 

diharpakan wajib pajak yang tidak 

patuh mulai melaporkan dan 

membayarkan pajaknya, terlebih lagi 

yang memiliki harta di luar negeri. 

Pemerintah memberikan sanksi berupa 

denda 200% bagi setiap wajib pajak 

yang tidak melaporkan harta yang 

sebenarnya melalui kebijakan Tax 

Amnesty, maupun kepada setiap wajib 

pajak yang sudah mengikuti Tax 

Amnesty tetapi tidak jujur ketika 

melaporkan hartanya. Pemerintah 

memberikan kesempatan bagi seluruh 

wajib pajak untuk menghindari sanksi 

pajak tersebut dengan mengungkapkan 

harta yang sebenarnya pada saat 

melaporkan SPT tahunan. 
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Tabel 4.1 

Penerimaan Pajak Orang Pribadi Daerah Ilir Timur 

 

Tahun Target Penerimaan  

Persentase 

ketercapaian (%) 

2013      26,014,492,001  Rp  20,983,743,720  
80% 

2014      23,595,930,001  Rp  23,574,536,607  
99,9% 

2015      21,785,671,003   Rp  56,131,481,474  
257% 

2016    195,348,449,000  Rp  23,772,978,667  
12,17% 

2017    135,533,664,000  Rp  29,580,821,485  
21,83% 

Sumber : KPP Ilir Timur Palembang, 2018 

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat 

bahwa penerimaan pajak Orang Pribadi 

pada tahun 2013 menunjukkan prestasi 

yang baik  dan mencapai puncaknya di 

tahun 2015 yaitu ditahun pelaksanaan 

Sunset Policy. Namun penerimaan pajak 

Orang Pribadi menurun drastis pada tahun 

2016 meski telah dilakukan program Tax 

Amnesty Jilid I di tahun itu.  

Tabel 4.2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

Tingkat 

Kepatuhan 

Pajak di KPP 

Pratama Ilir 

Timur  Tahun 

2013 – 2017 

Jumlah  

Wajib Pajak 

(a) 

Jumlah  

SPT 

Tahunan 

(b) 

Kepatuhan  

(b/ax100%) 

(c) 

Peningkatan 

kepatuhan 

(%)  

(d) 

Kebijakan 

Pajak 

2013 95.158 34.547 36,3%   

2014 104.390 42.303 40,5% 4,2 %  

2015 113.169 48.533 42,9% 2,4 % Sunset Policy 

2016 124.351 49.158 39,5% (3,4 %) Tax Amnesty 

2017 59.771 53.565 89,6% 50,1 % Tax Amnesty 

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2018
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Ditinjau dari jumlah wajib pajak 

Orang Pribadi  (Tabel 4.2), tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak saat pelaksanaan 

Sunset Policy hanya 42,9 %  dan 

peningkatan jumlah SPT sebanyak 6.230 

lembar. Jumlah Wajib pajak justru 

menurun ditahun 2016 meskipun ditahun 

itu dilaksanakan kebijakan  Tax Amnesty 

selama 2 periode. Tax Amnesty periode I 

dimulai bulan Juli sampai September 

2016 dan dilanjutkan periode II pada 

bulan Oktober sampai Desember 2016. 

Kebijakan Tax Amnesty yang 

ditargetkan diharapakan mampu 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang belum tercapai di 

tahun 2016. Kurangnya sosialisasi 

mengenai manfaat dan sanksi jika tidak 

mengikuti  program penghapusan pajak 

merupakan salah faktor penyebab belum 

maksimalnya kepatuhan Wajib Pajak. 

Kemudian dilaksanakan kembali 

kebijakan pengampunan pajak Tax 

Amnesty Jilid III pada 31 Maret 2017 dan 

hasilnya tingkat  kepatuhan pada KPP 

Pratama Ilir Timur Palembang 

meningkat 50% dari tahun sebelumnya. 

Perbedaan keberhasilan penerimaan pajak 

ini dapat juga memiliki keterkaitan dengan 

perbedaan antar kebijakannya (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 

Perbedaan Sunset Policy dan Tax Amnesty 

Sunset Policy Tax Amnesty 

1. Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi 

administrasi berupa bunga, sedangkan 

pokok pajak tetap dibayarkan sesuai 

dengan tarif yang berlaku. 

1. Wajib Pajak mendapat pengampunan 

dari pokok pajak berupa keringanan 

tarif sebesar 2% pada periode 1, 3% 

pada periode 2, dan 5% pada periode 3. 

2. Tidak terdapat ketentuan mengenai 

pembebasan atas tuntutan pidana 

pajak dalam kebijakan sunset policy. 

2. Wajib Pajak diberikan pembebasan dari 

tuntutan pidana pajak. 
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3. Pengawasan serta informasi kekayaan 

wajib pajak belum akurat. 

3. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib 

pajak lebih efektifnya karena informasi 

mengenai kekayaan wajib pajak lebih 

akurat. 

 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat 

perbedaan keringanan tarif yang akan 

diperolah wajib Pajak.).Seperti yang 

dinyatakan Theory of Planned 

Behaviour bahwa kemauan wajib 

pajak dalam melakukan sesuatu akan 

muncul ketika ada niat atau keyakinan 

untuk melakukannya. Munculnya niat 

tentu dipengaruhi oleh beberapa 

alasan. Individu akan memiliki 

keyakinan terlebih dahulu mengenai 

hasil dari suatu perilaku dan evaluasi 

atas hasil tersebut sehingga timbul 

suatu pemikiran untuk melakukan 

tindakan tersebut atau tidak. 

Kesadaran wajib pajak dibutuhkan 

sebelum wajib pajak menentukan 

kemauannya untuk ikut berpartisipasi 

dalam program tax amnesty guna 

memperbaiki administrasi 

perpajakannya. Kesadaran akan 

muncul apabila wajib pajak 

mendapatkan informasi dari pihak lain 

yang membuka pikiran atau akalnya. 

Pihak tersebut dapat membangun 

keyakinan wajib pajak untuk memiliki 

kesadaran mengikuti tax amnesty, 

namun juga dapat terjadi sebaliknya 

(control beliefs). Sosialisasi tax 

amnesty sangat penting dilakukan 

mengingat kebijakan ini merupakan 

sesuatu yang baru atau bahkan 

mungkin asing bagi beberapa wajib 

pajak. Sosialisasi dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai 

pelaksana guna menyampaikan 

informasi kepada wajib pajak dengan 

harapan wajib pajak akan memiliki 

kemauan megikuti tax amnesty 

(normative beliefs). 

Selain itu, tingkat kepercayaan 

kepada hukum dan pemerintah juga 

dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan wajib pajak dalam 

memutusakan untuk mau atau tidak 

mengikuti tax amnesty. Pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan serta 
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hukum yang menjadi pengatur dari 

kebijakan dinilai dapat menjadi faktor 

pendukung menumbuhkan kemauan 

wajib pajak dalam mengikuti tax 

amnesty. Hasil kebijakan yang dibuat 

pemerintah sering kali dievaluasi oleh 

masyarakat yang kini semakin kritis 

dalam berpendapat. Tingkat 

kepercayaan kepada hukum dan 

pemerintah dapat menumbuhkan 

keyakinan serta kemauan wajib pajak 

untuk mengikuti tax amnesty 

(behavioral beliefs), oleh karena itu 

sosialisasi yang intensif sangat 

dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap 

kebijakan pemerintah dalam hal ini 

sunset policy dan  tax amnesty. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penerimaan pajak Orang Pribadi 

menunjukkan prestasi terbaik di tahun 

2015 yaitu ditahun pelaksanaan Sunset 

Policy dengan persentase ketercapaian 

257% dari target penerimaan pajak. 

Namun penerimaan pajak Orang Pribadi 

menurun drastis pada tahun 2016 meski 

telah dilakukan program Tax Amnesty  

Jilid I di tahun itu. Kurangnya  sosialisasi 

akan sangksi yang  tidak diketahui wajib 

pajak menjadi faktor utama sebagian wp 

tidak manfaatkan kebijakan ini. 

Sedangkan dilihat dari tingkat kepatuhan 

wajib pajak,  tahun 2017 menjadi tahun 

dengan peningkatan kepatuhan wajib 

pajak terbaik yaitu 89,6% atau meningkat 

50,1 % dari tahun sebelumnya. 
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